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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia sebagai snatu Negara hukum modem
disebut juga welferstale, mewajibkan pemerintahnya bertanggung jawab
didalam me:melihara@ ketertiban umum, disamping itu juga harus berperan
besar dalam menyciengarakan kasgjahteraan uraum. Di Negara Republik
Indonesia, pemerintah terlibat langsung dalam usaba-usaha pembangunan

untuk meningkatkan' kesejahteraan warga negaranya. Tugas-tugas pemeriniah

dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui
aparatnya, dalam hal: ini adalah pegawai negeri.

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir (1} Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 Tenltang Pokok-Pokck Kepepawaizn dengan kalimat sebagar

berikut;

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negaia Republik ndonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan|digaji berdasarkan peratmian perundang-undangan yang
berlaku". ,
: |
Unsur penting untuk menjadi seorang Pegawai Negerd Yaitu:

1
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3. Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negama atau tugas Negam lainnya yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan.
4, Digaji menurut pératman perundangan yang berlaku.
Pasal 2 Ayat|(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara'Nasional Indonesia

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dirasakan semakin
penting, karena Peé;awai Negeri Sipil mcmpakaﬁ Aparatur Negara untuk
melaksanakan tugas Pemerit_rtai'l, dan Pembangunan dalam rangka usaha.

mencapai tujuan Nasioanal.

Tujuan Nasmnal seperti termaksud dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 ialah mchndungl segenap Bangsa Indonesia dan selursh Tumpah
Darah Indonesia dam miemajukan kesegjahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan Bangsa dan ikui melaksainakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamdlan abadt, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut
hanya dapat dlcapal melalui Pembangunan Nasoinal yang direncanakan
dengan terarah dan ea_lsns serta dJlaksanakan secara bertahap, bersungguh-
sunguh, berdaya guna,dan berhasil guna. *

Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, wajib memilild
kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945,
Negara, dan Pem:'erintah, serta meletakkan kepentingan Negara diatas
kepentingan pribadi, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran
serta mengarahkan 'segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya gona dan b
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tersebut berarti bahwa Pegawai Negeni Sipil sepenubnya dibawah pimpinan
Pemerintah. |
Pada birokrasi pemenntah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam

lingkungan birokrasi yang banya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat

dibedakan menjadi 2; yaitu:

1. Jabatan Struktura yaitu jabatan vang secara tegas ada dalam struktur
0rganisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dan tingkat
yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon IV/a). Contoh
jabatan stmktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Dircktur
Jenderal, Kepala BII‘O dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural
di PNS Daerah ‘adalah sekretaris daerah , kepala dimas/badan/kantor,
kepala bagian, kcpa]a bidang, kepala scksi, camat, sekretaris camat, lurah,
dan sekretaris lurah.

2. Jabatan Fungsmnal, yaltu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan
dalam struktur orgamsasn tetapi dari sudut pandang fungsinya diperiukan
oleh organisasi, mlsalnya guru, dosen , dokter, perawat bidan, apoteker,
peneliti, percncana pranata komputer, danstatmm

|

Pepawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

Maka diberikan pengahargaan berupa kenaikan pangkat. Pegawai negeri sipil
diangkat dalam suatu pangkai dan suatn jabatan tertentu sesuai demgan

kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerjanya menurut perundang-undangan

vang berlaku, yaitu ididalzml PP No99 Tahun 2000 Tenlang Kenaikan Panpkat
Pegaeai Negeri Sip&l. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan
sistem kenatkan pangkat reguler dau sistem kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikam
kepada pegawai negan sipil yang memennhi syarat-syarat yang ditentukan
tanpa memperlmlkan jabatan yang dipangkunya. ‘Kenaikan pangkat pilihan
adalah kenaikan pangkat yang diberikan pegawai Negari Sipil yang
memangku ]ahatanl struktural atan Jabam fimgsional tertentu yang telah
memenuhi syarat—syarat yang ditentukan.?

I
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Pada awal pengangkatan scbagai Pepgawali Negeri Sipll mercka
diangkat pada pmglc?t pertama, dalam pengangkatan pertama tersebut mereka
akan diberi pangkat [sesuai dengan surat tanda tamat belajar/ ijazaly akta/
diploma yang dimiliki yang digunakan untuk melamar. Selanjutnya mercka

berhak menerima kenaikkan pangkat reguler, sedangkan untuk kenailkkan

pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya

yang tinggi disamping telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Kenaikan par,'wgkat pilihan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi

dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan:

1. Telah empat ta!l"lun dalam pangkat yanp dimilikinya dan setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekegaan sekurang—kura'ngnya bemilai baik dalam
dua tahun terak};‘ir

2. Telah lima tzi;hun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian

pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangaya berailai baik daiam tahun

terakhir dengan; |Icctentuam tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

vang bernilai kzllrang

3. Telah enam tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian
pelaksanaan pekerjaan rata-rata bemilai cukup dalam thun terakhir
dengan ketentdan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekeraan yang

|

Pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang

|
memangku Jabatan Fungsional mempersyaratkan harus den

| @
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tidak secara tegas discbutkan dalam strukiur organisasi, tetapi dari sudut
pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi. Fisioterapi- adalah termasuk
salah satn bagian danjJabatan Fungsional.

Fisioterapi adalah terapi atan usaha penangan secara profesional yang
menggunakan unsur:l-unsur alami antara lain gerakan, arus listrik, sinar, air
atau e¢s pada tubuh ;Iuntuk mengatasi ganguan gerak dan fungsi pada tubeh
manusia. Sedangka;tl orangnya disebut Fisioterapis. Fisiotcrapis adalah

Pegawal Negen Sipi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh |=pejabat yang berwewenang umtuk melakukan kegiatan
pelayanan fisioterapi pada umit pelayanan keschatan. Pelayanan fisioterapi
adalah bentuk pclg:,fanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau
kelompok untuk miengembangkan, memelihara dan menmulihkan gerak dan
fungsi tubuh sepan:jang rentang kehidupan. Unit pelayanan kesehatan yang

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanau fisioterapi yaitu Rumah Sakat,

Jabatan fun!gsional Fisioterapis termasuk dalam rumpun keschatan,
Fisioterapis memp.'lilkan jabatan karier yang dapat diduduki oleh secorang yang
berstatus PNS. II;stansi Pembina Jabatan fungsional Fistoterapis adalah
Departemen Koseh;«:tan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan méawai negeri fisioterapi, Diamaranya melalui sistem
pembinaan kf_mqr berupa kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil

Fisioterapi. Kenaikan pangkat tersebut dilakukan dengan sistern angka kredit.
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. Rumusan Masalah

oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan

jabatannya.

Penetapan kenaikan pangkat Fisioferapis salah satunya diperiukan

penilaian terhadap

prestasi kerja Fisioterapis, penilaian prestasi kerja

Fisioterapis dilakukan olel Tim Penilai. Tim Penilai angka kredit adalahk tim

|
penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan

bertugas menilai prlcstasi kerja Fisioterapis. Tim penilai tersebut terdiri dari

Fisioterapis dengan pangkat minimal setingkat atau sama dengan

jabatan/pangkat -ﬁs'ibterapis vang dinilai. Penilaian dilakukan berdasarkan

obyektifitas dan k:f:adilan, sehingea memberikan kepuasan kepada sctiap

Fisioterapis sebagai pihak yang dinilai untuk mendapatkan kenaikan pangkat.

Berdasarkan|hal-hat tersebut diatas penulis terdorong untuk menyusun

skripsi dengan judu:]

“Kenatkan Pangkat PNS Dengan Sistem Angka Kredit Di

Lingkup Fisioterapi/RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebit diatas maka

penulis membuat slluatu rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimana pélaksanaan kenaikon pangkat dalam sistemn angka kredit di

Fisioterapi tersebut?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetalllui dan mendesknpsikan prosedur kenaikan pangkat

|
sistem angka kredit PNS Fisioterapi di RSUP. DR. Sardjito

i ‘

2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kenaikan
pangkat sistem angka kredit PNS Fisioterapi

|

D, Manfaat Pcnelitiaui'

1. Secara teoritis: ;

Bagi ilmu pc:lngetahuan diharapkan dapat membernkan tambahan
sumbangan pen{getahuan hukum pada umumnya dan Hukum Administrast
Negara pada khusunya.

2. Secara Praktis:
Hasil penelitian|ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang saran
atau bahan perl:iimbangan Pemerintah Yogyakarta dalam pembinaan PNS
Fisioterapi. |

E. Tinjauan Pustaka:
|

1. Pegawai Negeﬁ Sipil

Em Zul: Fajri dan Ratu Aprlia senja dalam Kamus Lengkap Bahasa
|

Indonesia, katal pegawai berarti:’karyawan yang bekerja di instansi dan
!

mendapatkan |upah”. Sedangkan “negeri” berarti "Negara” “ atau
“pemerintah”. "Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja di Instansi

Pemerintah™, ;|.

- Ketentuan di dalam perundangan yang berlaku, pe
Negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku ur

PDF’
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merupakan suatu!;mmusan yang khusus berlaku dalam hubunpan dengan
peraturan yang bersangkutan’

Pegawai lﬁlegeri menurut pasal 1 butir (1) Undanp-Undang Nemor
43 tahun l-999etu!zntang Pokok-Pokok Kepegawatan adalah setiap warga
Negara Republilk' Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh Ipeiabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu
jabatan negeri, fatau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan

peraturan undang-undang yang berlaku

i.
Pegawai Negeri menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

3. Anggota Képolisian Negara Republik Indonesia

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-
Thidang nomer 43 Tahun 1999 yaitu: setiap pegawai negeri wajib dan taat
pada Pancasila,i Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemenintah,

serta wajib menjaga persatvan dan kesatuan bangsa, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Dalam |rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan
kesejahteraan, Pegawai Negeri maka Pegawai Negeri berhak memperoleh
gaji yang adil| dan layak sesuai dengan beban kera dan tanggung

jawabnya.

I
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Hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang
I

Nomor 43 Tahun 1999 adalah:
1. Setiap Pega“:::ai negeri berhak meperoleh gaji yang adil dan layak
sesuai denganl' pekerjaan dan tanggung jawabnya
2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu untuk memacu
produklivitas}dan menjamin kesejahteraanya.
3. Gaji Pegawa:i Negeri yang Adil dan layak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemennitzh

Hak atas gaji ini mulai berlaku pada bulan calon Pegawai Negeri

Sipil bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugasnya yang
dinyatakan deng;an syarat pernyataan atasan langsung yang membawahi
calon Pegawai I\'icgcri tersebu't.
2. Kenaikan Fangkat Pegawai Negeri Sipil

Pegawa: I\IJEgeri Sipil sebagai Aparatur Negara vang menjalankan
tugas pemcrintat|1an dan pembangunan, sebagai penghargaan berhak vntuk
mendapatakas quLnalkan pangkat dalam jabatan tertentu. Kenaikan pangkat
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tekun, penuh dengan
pengabdian da]létm melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yang dibebankggln kepadanya. Kenaikan pangkat merupakan Ipenghmgaan,
maka sepantasnya diberikan kepada orang yang tepat dan tepat waktu

Pengerliaﬁ pangkat diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 Pasal 1 butir (1) tentang kenaikan pangkatPeg "~ 7~
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Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
W
|

kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggsjian. Sedangkan yang
i

dimaksnd dengan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas

prestasi kega dan ;
pengabdian Pegaw?i Negeri Sipil terhadap negara.

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada
tanggal 1 April dzi,n 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis
kenatkan pangkat :!yang ditetapkan berlakunya secara khusus. Masa kena
umtuk kenaikan pertama dihitung sejak pengangkatan scbagai calon
Pegawai Negeri Sifpil atau Pegawal Negeri Sipil.

Jenis-jenis: igenaikan pangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor -
99 Tahun 2000 tIeII:Itang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,antara Jain:
1. Kenaikan Panglllcat reguler (pasal 6)

Kenaikan pang!:s'-:at reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada

Pegawal Negeri Sipil yang telah memennhi syarat yanp ditentukan 1anpa

tenkat pada jabliatan, kenaikan pangkat reguler ditentukan sampai dengan

tingkat pangkat i‘tertentu,

2. Kenaikan Panglat Pilihan (Pasal 9)
Kenaikan pangkat pilihan adalah kepe.frcayaanv dan penghargaan yang
diberikan kepafla Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
Kenaikan pangikat ini diberikan kepada PNS yang memangku jabatan
struktural dan i'ftmgsional tertentu. Bagi Pegawai Negen
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memberikan pelayanan kesehatan yang ditwjukan kepada individu dan atau

kelompok untuk mengembangkan, memulibkan gerak dan fongsi tubuh
|

sepanjang rentang kehi dupan.

Pasal 1 butif) 1 Keputnsan Bersama Menteri Kesehatan dan. Kepala

Badan Kepegawa;'

an Negara Nomor 07 Tahun 2004 tentang petunjuk

pelaksanaan jabtllltan fungsional Fisioterapis dan angka kreditnya
!

menyatakan bahwg:

“I"1smter|*
tanggung Jawab A
berwenang untuk

pelayanan keschatan

Fisioterapis |

apis adalah Pepgawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
wewenang dan hak secara penuh olch pejabat wvang
melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada umit

b

scbagai pemangku jabatan fungsional dituntut untuk

memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara teknis operasional.

Pengertian Jabatan k

ungsional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun

|
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan

yang menunjukkan

tugas, tangpung jawab, wewenang, dan hak seorang

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
!

tugasnya didasarkan

pada keahlian dan keterampilan tertentu untuk mencapal

tujuan tertentu serta bersifat mandiri.

b. Jenjang Jabatan,‘ Jenjang Pangkat, dan Golongan raang Fisioterapis

Kenaikan Pangkat pilihan untuk Jabatan Fungsional Fisioterapi

|
diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan wnfuk jabatan

yang bersangkutan:.

Keputusan' fMenteri Pendayagunaan Aparatur Negar:
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bahwa Jabatan Fisiotcrapis terdin dan Fisioterapis tingkat tcrampil dan

Fisioterapis tingkat ahli.

Jenjang jabatan Fisiot|crapi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi

yaitu:

1) Fisioterapi tingkat terampil terdin dari:

a) Fisiotcrap|i‘s pelaksana

b) Fisiotera

I's pelaksana lanjutan

c) Fisioterapis Penyelia

2) Fisioterapis tingkat ahl: tedini dari:

a) Fisioteraps tingkat pertama

b) Fisioterag

ys muda

c) Fisioterapis Madya

Jenjang pangkat dan golongan mang Fisioterapis tingkat terampil

sesuat dengan jenjang jahatannya yaitu :
|

a) Fisioterapis Pelaksana:

(1} PengFLnu, golengan 1l/c

(2) Pengatur tingkat [, golongan ruang II/d

b) Fisioterapis Pelaksana lanjutan:

(1) Penat

la Muda, golongan ruang I1l/a

(2) Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang IIl/b

c) Fisioterl;pis Penyelia :

(1) Penata, golongan ruang 11l/c

AN TY e
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Jenjang pangk|‘at Fisioterapi tingkat ahli sesuai dengan jenjang

jabatannya yaitu:

a) Fisioterapif Pertama :

(1) Penata

(2) Penata

N;'[udzg golongan ruang I1l/a

Muda Tingkat I, golongan ruang IIl/b

b) Fisioterapis Muda :

(1) Penata, g.l,olonganruang b

(2) Penata

-+

[ingkat , golongan ruang I11/d

¢) Fisioterapis Madya:

(D) Pembim‘a, golongan ruang IV/a

(2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/c

Semakin tinggi jenjang jabatan Fisioterapis maka semakin Iuas dan

berat tugas dan tunggung jawab wewenangaya. Bagi fisioterapis yang selalu

inenjalankan kcwajil?annya dengan baik dapat dinaikzan pangkatnya setingkat

|
lebih tinggi dengan| syarat jumlah angka kredit yang dikumpulkan telah

memenuhi syarat yang telah ditentukan.

¢. Angka Kredit
Berdasarkan
Aparatur Negara

Fisioterapis dan Ar|

Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

pka Kreditnya Nomor 04 Tahun 2004 pengertian angka

kredit adalah satuan

butir kegiatan yang

| nilai darl tiap butir kegiatan dan atau akumulasi bufir-

harus dicapai oleh seorang Fisioterapi

'
L + - h |
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Angka kredit|merupakan lambang prestasi kerja Fisioterapis, karena

Fisioterapis adalah pcjabat fungsional maka natuk kenaikan pangkatnya selain

telah memenuhi syarat yang ditentukan harus pula memenubi anghka kredit.
Ketentuan Penetapan| untuk besamya angka kredit yang harus dipenuhi untuk
kenaikan pangkat Fisioterapis diatur lebih Janjut dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabat:‘m Fungsional dan Angka Kreditnya. Penetapan angka

kredit digunakan seBagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat

Fistoterapis, sedangkan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat yang

berwenang untuk |menetapkan angka kredit Pejabat tersebut didalam

memnjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Tim Penilai.
Mengenai 1|unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai dalam

memberikan angka kredit bagi Fisioterapis tcrcanfum dalam pasal 5 ayat (1),

(2), (3), (4) Kepurusan Menieri Pendzyagunaan Aparatur Negara Nomor 04
Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka

Kreditnya, yaitu:

Unsur dan s|uh unsur kegiatan fisioterapis yang dinilat anpka kreditnya

terdiri dari:

1) Pendidikan, meliputi:

a) Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ ijazah

b) Pendi|dikau dan pelatihan fongsional di bidang Fisioterapi dan

wmarmnaralah Queat Tands Tamat Pandidil-

" nitro™"
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‘_
¢) Pendidikan dan Jatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda

Tamat 1f’(:ndidil-:an dan Latihan (STTPL) atau sertifikat

2) Pelayanan Fisioterapi, meliputi:

a) Perencanaan teknis/desain pelayanan fisioterapi

b) Pengembangan pelayanan Fisioterapi

c) Peningkatan dan pencagahan penurunan gerak dan fungsi

d) Tindakan terapi pada Problem gerak dan fungsi

e) Pemuli| an/ penyesuaian problem gerak dan fungsi

f) Penge |bangan saran dan prasarana

g) Evaluasi teknis/ Desain pengelolaan pelayanan fisioterapi
3) Pengembangan profcsi meliputi |

a) Pembuatan karya tulis

b) Penterjemahzn/Penyaduran bukn dan bahan lainnya dibidang

fisioterapi

c) Pembu‘atan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk

teknis di bidang fisioterapis

d) Peénemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapis
4) Penunjang Fisitrerapis meliputi:
a) Penga(i ar/ pelatih dalam bidang fisioterapi
b) PCra.n‘ serta dalam serminar/ lokakarya di bidang fisioterapi
c) Kean"ggotAaan dalam anggota organisast profesi fisioteapi

Al Reoanacantaan Anlam Tim DPoanilai Tahatan Tain

" nitro™"
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¢) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
f) Perolehan penghargaan/tanda jasa

d. Tim Penilai

Penilaian prestasi kerja dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis dengan

angka kredit untuk kenaikan pangkat Fisioterapis dilakukan olch tim pemilai.

i

Tim penilai ini bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam

menetapkan kenaikan pangkat Fisioterapis. Tim penilai melakukan penilaian

prestasi kerja Fisiot i pis setelah Fisioterapis yang bersangkutan memennhi
jumlah angka krediti komulatif munimal untuk kenatkan pangkat/ jabatan
Menurut Pasal 1 butir (5) Keputusan Bersama Mentent Kesehatan dan Kepala
Badan Kapegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2004, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Funpsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Tim

Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan olch
p<jabat vang bcrwcn‘ang dan bertugas menilai prestast kerja Fisioterapis. Tim
Penilai terdiri dari Tim Penilai Derektorat Jendral, TimPenilai Unit Pelayanan
Kesehatar, Tim Pcnilai Propinsi, Tim Penilai Kabupatendan Tim Penilai

Instansi.

Angota Tim |Penilai terdiri dari Fisioterapis dan pejabat lain dengan

ketentuan:

1} Serendah-rendahnya mendudoki jabatan/ pangkat setingkat denga

jabatan/pangkat [Fisioterpis yang dinilai

2) Mempunyai kompetensi untuk menitai prestasi kerja fisiol

DF
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Masa jabatan!Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tabun dan dapat

|
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai yang

telah menjabat dalan|1 2(dua) tahun masa jabatan, dapat diangkat kembali

setelah melampani per'uggang waktu tenggang wakfu 1 (satu) masa Jabatan

Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dani Fisiolerapis harus lebih

banyak dan pada Anggaota Tim Penilai yang berasal dari pejabat Jain bukan

Fisioterapis. Dalam

Lal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat

dipennhi sebagian étalu selurnhnya dari Fisioterapis, maka anggota Tim Penilai

dapat diangkat dari

1|)ejabat lain yang mempunyai kompetens: untuk menilat

kerja Fistoterapis dengan syarat:

a. Jabatan/pangkat

serendab-rendalinya sama dengan  jabatan/pangkat

Fisioterapis yang|dinilai

b. Memiliki keéﬁlll'an dan kemampran uvntck menilai prestasi kena

Fisioterapis

¢. Dapat akiif melz

kukan penilaian

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Direktur Jendaral Pelayanan Medik departemen Kesehatan vntuk Tim

Penilai Dirckto

" b. Kepala Rumah

n':ltJendml

Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan

fisioterapi (seérendah-rendahnya eselon IIl) di Linggkungan Departemen

Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan

n T aornla 'D"mnll\ Qolit Anarnh Drraninct stndnl- Tim Panilad Ty

" nitro™"
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Apabila Tim| Penilai Propinsi belus dapat dibentuk kagem belum

memenuhi syarat kcanggotaan Tim Penilai yang ditentukan maka penilaian

prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat

Jendaral. Adapun apibila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan

maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakvkan oleh Tim Penilai

Propinsi yang bersangkutan atau oleh Tim Penilai Direktorat Jendaml Apabila

Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat

keanggotaan Tim' Penilai yaog ditentukan maka penilaian piestasi kerja

Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jendaral

F. Metode Penelitian |

Agar memperoleh data yang akurat dan faktual mempergunakan metode

sebagai berikut:

1. Metode Pengumy

a. Data Pri

yuian Data

MET

Yaitu darta yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil

penelitian dilapangan dengan cara pedoman wawancara dan

pedomas

iangkel

b. Data S:elélmder

Yaitn penelitian dilakukan dengan meripelajari bahan hukum yang

n langsung dengan masalah yang diteliti, terdiri dani:

1) Bahan hukum Primer

" nitr

PDF’




Yaitu dengan mempelajari Undang-Undang vang berlaku dan

sesual dengan obyek penelitiannya. Bahan tmkum primer tersebut

terdirj dari;

2)

a) Utlldang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Poikok Kepegawasan,
b) Peraturan Pemerintah Nomar 99 Talum 2000 Tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

¢) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2600 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negen Sipil

d) Pcraturan Pemernintah Nomor 16 Tahun 1994 Teniang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sl:pil

e) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
|
|

Kepegawaian Negara Nomor 209/ MENKES/ SKB/ 11V

2004 Nomor 07 Tahon 2004 Tentang Petonjuk Pelaksanaan
J ‘ Fungsional dan Angka Kreditnya

f) ‘Keputnsan Memeri Pendayagunaan Aparater  Negara

Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional

| .
Fisioterapis dan Angka Kreditnya

Baha‘n Hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memperjelas baban hukum primer .
yakni buku-buku, liferatur, makalah,-makalh

renmale e Tade e esancdhelm s e almdcnn ams . P o
DF



3) Bahan

B
maupii

terdii

21

hukum Tersier

im merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk
n penjelasan terhadap bahan bukum primer dan sekunder
dart Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dan Kamus

Kedpl'&tcmn

2. Penelitian Lapangan

Penelitian

angket

3 Lokasi Penelilltian

dilakukan dengan pedoman wawancara dan pedoman

Lokasi Penelitian dilakukan di RSUP. DR_ Sardjito Yogyakarta

4. Nara sumber;

Fisioterapi

5. Responden

Ablt

Pegawai | Fisioterapi yang dipilih secara tidak acak yaitu dengan

cara pedoman angket

6 .Analisis Dat‘a

Metode (|yang dipergunakan dengan menganalisis data ialah

kualitatif yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang

tidak be

ntuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data

disk:ripﬁt" analitik yaitu mempelajari secara utuh keferangan (data)

yang . dinyatakan responden mavpun.  sumber terscbut, seria

mempeldjari literaturJiteratur yang ada dalan

mﬂﬂ;ﬂ“m"\
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